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Ada yang tidak begitu jelas bila kita bicara tentang budaya bubum. Sebab di sana
bergulat aneka nilai, seperti Feodalisme, Kapitalisme dan Liberalisme yang
sedikit bamyak mengambil peran dalam wacana kualitas hukum di Indonesia.
Melalui tulisan ini, akan disorot bagaimana budaya bukum saling
pengarub-mempengarubi dengan aparat maupun pendidikan
hubkum it sendiri.

Pendahuluan

Benarlah apa yang dinyatakan olgh
Charies Sampford bahwa ksfidakberdayaan
masyarakat dan hukum -the inertia of soci-
ely and lav+ adalah akibat tidak tumbuhnya
perubahan akibat tatanan sosial dan tatanan
hukum yang lega! disarder. J.E. Sahetapy
tebih tajam lagi dengan permyataan terhadep
kondis! peradilan kita yang sedang meng-
alami proses pembusukan dan penuh ke-
munafikan, kekerasan struktural dari pihak
yang berkuasa yang nota bene menurut
Umar Kayam: “sistem kekuasaan kita masih
feodal”. Pantas kita renungkan Max Weber
dan lawrence M. Freidman yang menulis
bahwa “/agal powe follows political ling".

Berbagai pendapat dilontarkan oleh para
takar, tokch masyarakat dan tokoh politik,
bahkan dari para birokrat untuk menanggu-
langi keadaan terssbut. Philipus M. Hadjon,
guru besar Hulkum Administrast Unair me-
fihat pada kualitas hakim, mengusulken agar
hakim agung berpendidikan dokior (S3) so-
dang bagi hakim pengadilan tinggi seb-
daknya lulusan pasca sarjana (S2). Selelsi
calon halkim dan promosi ke arah jenjang
yang lebih tinggi harus dilakukan pembe-
nahan secara mendasar dan holistik dengan
mengenyampingkan nepotisme kultural,
diskriminasi, menjadi perhatian Sahetapy.
Pendapat yang lebih utuh (sistemik) dike-
mukakan oleh L.M. Friedman bertalian

dengan konsep penegakan hukum {aw en-
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forcement) yang berpendapat bahwa pe-
negakan hukum mancakup tiga faktor uta-
ma yaitu penyempumaan/penataan kembali
bentuk dan substansi hukum/psrundang-
undangan (substantial), penyempumaan/
penataan organisasi/lembaga aparat pg-
laksana (institutional), dan budaya hukum
yang menunjang efekivitas penegakan hu-
kum (fegaf culture). Falktor-faktor lain seperti
dikemukakan oleh Esmi Warasasih yang
ikut mempengaruhi efektivitas panegakan
hukum antara lain prasarana dan sarana
penunjang, proses/prosedur, serta masya-
rakat hukum yang memiliki kesadaran dan
kepatuhan terhadap hukum. Tanpa menge-
cilkan arti penting peraturan perundang-un-
dangan, organisasi/lembaga pelaksana
undang-undang, prasarana dan sarana, pe-
nulis berpendapat aspek “budaya hukum”
atau “legal cufturg” manduduki posist kumnci
yang akan mewarnai aspek-aspok yang lain
di dalam praktek sebab bagaimana baik dan
sempurnanya aturan hukum, prasarana dan
sarana yang tersedia tanpa didukung bu-
daya hukum yang tangguh hanya sia-sia be-
laka, sebagaimana adagium yang berbunyi
“the maost important is not the systemn, but
the man behind the systen’.

Praktek Peradilan dl indonesia

Kesenjangan-differentiation- dan ke-
tidakpanggahan -inconsistency- datam
praktek peradilan merupakan ciri yang
menonjo! di Indonesla. Kondist separti itu
dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoe-
broto® yang menyatakan bahwa “kepastian
hukum®, sebagaimana “keadilan” dan

“kemantaatan hukum® sesungguhnya me-
rupakan sebuah “doktrin®, akan tetapi di
datam kerja hukum dan hakim yang me-
nurut doktrinnya diisyaratkan netral dan
tidak memihak, memben perlindungan, ter-
jadi kesenjangan yang memperlihatkan
betapa yang satu memperoleh lebih {the
hava, pen.) sedang yang lain, yang justru
Jumizhnya lebih besar dan massal {he have
nof) memperoleh bagian yang kurang. Ke-
senjangan itu terjadi disebabkan adanya
“kesenjangan struktural” karena faktor eko-
nomi, politik, soslal dan hukum yang lebih
berpihak kepada “kelompok mapan” yang
lebih mampu malakukan negosiasi dan ber-
gaining dengan para pemagang kekuasaan
dan aparat penegak hukum.
Ketidakpanggahan -inconsistency- ter-
jadi di dalam kehidupan hukum dan perun-
dang-undangan karena ketidakutuhan dan
belum dimilikinya tata hukum nasicnal yang
Jelas. Konsep negara hukum, demokrasi,
legisme/positivisme hukum, pragmatic-
reglisme hulkum, konsep rule of law yang
refresif-ctoriter, hukum responsif-fasilitatif
utifitarianism, merupakan rimba hukum yang
melahirkan produk-produk hukum yang bisa
saling bertentangan tidak konsisten satu
dengan yang lain. Pendapat yang senada
disampaikan olsh Dr. Nasikun? dari FISIP
UGM yang menyatakan bahwa seperti
dikemukakan aleh E.V. Rostow, betapa emat-
nya hibungan antara formalisme (bentuk)
hukum dan substansi hukum. Para ahli
fisafat pencerahan (aufklarung) sepakat
bahwa meskipun fidak semua masyarakat
yang berlandaskan hukum merupakan ma-
syarakat yang baik, mereka yakin benar

“Prof. Sostandyo Wignjosoebroto, MPA, Kepastian Hukum dan Kekuasaan Pengadilan,
Makalah dalam Pertemuan Pengajar Sosiologi Hulwm se Jawa Tengah-DIY, Kudus, 24 Nopember

1985, hal. 2.

#Dr. Nesikun, Hukum dan Perubahan Sesial dalam Agenda Globalisasi Ekonom, Portemuan
Pengalar Soslologl, UMS, 6 Agustus 1898, hal. 11,
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bahwa masyarakat tanpa hulum tidak akan
pernah menjadi masyarekat yang baik.
Meskipun demikian, hanya di dalam kesetm-
bangan hubunfian antara bentuk dan subs-
tansi, hukum dapat membuat atau menjamin
masyaraket berlandaskan hukum menjadi
masgyarakat yang baik. Borkaitan dengan
tujuan hukum, menurut Beccaria yang di-
nukil oleh Rostow® hukum selain harus
rasional, efisien, perlu memasulkkan subs-
tansi ke dalam hukum yang sangat bertalian
erat dengan struktur sosial serta struktur
politik di mana hukum dibentuk dan dikem-
bangkan. Sebaliknya substansi tanpa ben-
tuk adalah tidak mungkin tujuan hukum
tercapei lebih-lebih jika prosedur-prosedur
yang lazim macet, hukum formal tidak
efektif, mass media memihak dan partai po-
[tk mandeg. Tujuan hukum untuk membe-
rikan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin
orang “to provide the greatest happiness
divided amonyg the greatest number” tidak
akan terwujud dan kefidakedilan, kesen-
jangan sosial dan ekonomi tetap ber-
langsung mediskriminasikan kaum miskin.

Di kalangan para praktisi hukum ({ega/
profesionals) seperti para hakim, jaksa,
polisi, pengacara, legislator, dan birokrasi
banyak mempraktekkan apa yang disebut
oloh Abraham S. Blumber® “permainan pe-
nuh rahasia dan kooptas! organises! profes®
*a confidence Gams, organization Coopta-
tion of a Profession’.

Blumber menyatakan bahwa kalangan
profesi hukum kurang sekali memberikan
perhatian terhadap pengujian-pengujian
secara soslologis terhadap lembaga-lem-

baga sosial atau asumsi-asumsi ideologis
mereka. Keputusan-kaptitiisan mareka
tidak sesuai dengan kenyataan-kenyataan
struktur sesial yang ada dan lebth menguta-
makan kebenaran-kebanaran hukum ra-
sional. Keputusan-keputusan pengadilan,
20 persen hukuman yang difatuhkan bukan
merupakan hasil perjuangan para hakim jury
tetapi lebih merupakan hasil “negosiasi® dan
“bargaining”. Terdapat kecurigaan yang ber-
lebihan para polist serta jaksa dalam me-
laksanakan tugas rutin, investigasi dan inte-
rogasi yang berbau pragmatis, birokratis dan
administratif belaka. Klien merupakan
korban dari pola birckrasi peradilan, penuh
ketidakparcayaan, rasa cemas, tidak per-
caya terhadap orang luar {panola), sikap
bermusuhan dan inteleran, penumpulan per-
kara (kongesti), ideologi dan prosedur ber-
acara yang kaku. Para lawyer suka me-
nunda-nunda pembelaan dengan upaya-
upaya yang fidak periu, vested-interest,
mengulur-ulur waktu penyalesaian perkara
bekerjasama dengan hakim dan jaksa serta
pembayaran yang sebesar-besamya dari
kilen. Keputusan yang diberikan jarang
memberikan “kepuasan” bagi kiien dan pada
dasamya tidak pernah “dimenangkan®. Di ka-
langan para kiien timbul rasa permusuhan
dan dendam sgbagai akibat penahanan,
kurungan, hilangnya pekerjeen, biaya-biaya
serta trauma. Para terpidana merasa “tidak
bersalah mumi® atas hukuman yang di-
putuskan pengadilan tetapi ada faktor-faldor
lain yang mempengaruhl.

Parihal peran Mahkamah Agung sebagai
badan peradilan tertinggi Dorothy B. Jame$

“Rostow, E.V., (ed.), fs Law Dead? Simon and Schuster. New York, 1871. Weber menye-
butnya: inner order of Soclety, outer frame of law.

Y“Abraham S. Blumer, Law and Soclety Review, No. 15, Tahun 1887,

sJames, Dorothy, B., Rufe Theory and The Suprems Court, dalam 30th Journal of Politics,
160 Tahun 1868. Tentang kesemrawuian hukum dapat dibaca Charles Sampford,The Disorder

of Law, Basil Blackwell, Oxford, 1889.
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menyoroli fungst pokok yang harus dipi-
kulnya meliputi memelihara dan mengawasi
proses peradilan yang tertib serta putusan
pengadilan yang memiliki tingkat preseden
{yurisprudensi, bertindak sebagai “refree”
serta menjaga hubungan yang baik antara
badan-badan paradilan yang ada, keseim-
bangan kepentingan lembaga executive dan
legislative serta menjaga kebebasan per-
adiian (Judicial Independence).

Apa yang ditulis oleh Abraham Blum-
ber di dunia Barat khususnya Amerika tetapl
kita tidak bisa menutup mata bahwa kondis
peradilan seperti itu terjadi juga di Indone-
sia. Kasus-kasus lama seperti salah tang-
kap (Sengkon, Karta), kecarobohan petugas
{Banjir Kanal, Semarang), dan kasus muta-
khir seperti tindakan sewenang-wenang {gu-
bug derita, Depok), kelusi dan intarvensi ke-
kuatan luar (Edy Tansil, Marsinah, Gandhi
Memorial School, Waduk Kedung Ombo,
Henoch Hebe Ohee, Irja), korupsi (PN Sura-
baya}, dan campur tangan birokras! sarta
politik (Mochtar Pakpahan, Majalah Tempo,
Sri Bintang Pamungkas) serta kasus-kasus
lainnya di seantero wilayah dan jajaran lam-
baga paradilan, birokrasi pemetintah serta
dunta bisnis/perbankan. Kesemuanya me-
nunjukkan law enforcement, fungsi dan pe-
ran hukum tidak terlaksana bahkan meng-
alami kemandegan, sakit, disorder.

Budaya Hulauum dan Peradllan

Budaya hukum atau legal culture per-
tama kali diperkenalkan cleh Lawrence M.,
Friedman® sebagai salah satu unsur dari

apa yang disebut sistem hukum. Budaya
hulcumn diartikan oleh Friedman sebagai nilai-
nilai dan sikap-sikap anggola masyarakat
yang barhubungan dengan hukum. Sspert!
dikatakan oleh Friedman yang mengibarat-
kan budaya hukum sebagai bensin yang
menggerakkan tatanan hukum yang ada
mewujudkan keadilan maka Satjipto Ra-
hardjo” menyatakan bahwa suatu hukum
positif pada akhimya menjadi hukum yang
dijalankan oleh masyarakat banyak ditentu-
kan oleh sikap, pandangan serta nilai-nilai
yang dihayati oleh anggota masyarakat yang
barsangkutan. Oleh karena itu budaya
hukum merupakan salah satu sumber daya
bagi bekerjanya sistemn sosial termasuk di
dalamnya sistem hukum.

Daniel S. 1 oV menyatakan konsep bu-
daya hukum membawa kita pada kumpulan
nilaj-nilai yang berhubungan dengan hukum,
dan proses hukum, sehingga Lev membe-
dakan menjadi dua macam budaya hukum
yaitu nilai-nilai yang berkaitan dengan hu-
kum materiil dan nilai-nilai yang berkaitan
dengan hukum acara atau hulom formil,
Nilai-nilai hukum meteril] dari budaya hukum
terdiri alas asumsi-asumsi fundamantel me-
ngenai penyebaran serta penggunaan
sumber-sumber di masyarakat, kebaikan
dan kekurangan masyarakat dan aspek-
aspek lain dari masyarakat, sedang nilai hu-
kum formil berkaitan dengan sarana pe-
ngaturan sosial dan panangan konfilk yang
terjadi. Lev menerangkan lebth lanjut olah
karena asumsi-asumsi senantiasa meng-
alami perubahan sebhagalmana masyarakat-
nya maka konsep budaya materiil memiliki

“Friedman, Lawrence, M., “The Lagal Systern’y A Soclal Science Perspectiva, New York,

Rousel Saga Foundation, 1875, h, 15.

"Satiipto Rahardje, limu Hukum, Citra Aditya Bhaldi, Bandung, 1991, hal. 1563,
8L ev, Danlel, S.,Lembaga Peradiian dan Budaya Hukum di Imdonesia, dalam A.A.GQ. Peters,
Hukum dan Perikembangan Soslal, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988, hal. 182-289,
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sifat dinamis. Dinamika budaya hukum ter-
dapat dalam pandangan ideologi mengenai
politik, ekanomi dan sosial, tercarmin dalam
perilaku hukum matertil.

Danie! 8. Lev mencermati perkem-
bangan hukum sejak Orde lama sampai
timbulnya Orde Baru mencatat beberapa
fenomena kehidupan hukum yang tidak bisa
dipisahkan dengan budaya hukum yang
berkembang pada waldu itu.

Pada masa di mana dominas! politik
sangat menonjol seperti kehidupan politik
pasca parang kemerdekaan terutama seki-
tar tahun 50-an, aktivitas politik dan kondiik
politik meledak, ukuran kebajikan mulai
kacau, perilaku bisnis dan perilaku imper-
sonal yang dianggap ideal hersaing dengan
simbol-simbol kesetiaan pada politik serta
ideologi. Proses hukum terutama penga-
dilan dan pengacara menjadi kurang perting,
prosedur informal dianggap lebih produktif,
pendekatan melalul hubungan pribadi,
pertukaran pengaruh/kekuasaan, dan keli-
hatan para birokrat (savolr falre). Wertheim
menunjuk sumber-sumber korupsi yang
terjadi pada bidang politik dan administrasi
dissbabkan demoralisasi, gajl yang tidak
memadai, kesetiaan “patriominal® dan ikatan
“primordiaf®.

Sejalan dengan pendapat Daniel S. Lev
di ates, Max Weber menyatakan bahwa
posisi ahli hukum, sepertl kelompok lainnya
dalam setiap kelompok masyarakat sangat
bargantung pada sejauh mana nilai-nilai
profesi mereka diterima oleh sub-institu-
sional yang lain. Dengan demikian mengnjol-
nya mitos-mitos politik di satu pihak dan
mitos-mitoa hukum menjadi semaldn kabur

di pihak lain, maka kedudukan para ahli
hukum akan barkurang bahkan dianggap
“konsarvatif dan “reaksloner”. Manakala
nilgi-nilai sosial cenderung untuk lebih
mendukung pola” otoritas yang tradisional
dan karismatik”, maka peran profesional ahli
hukum akan menjadi lemah, mitos-mitos
atau kaldah-kaidah yang ada di belakang
aturan hukum formal menjadi tidak
bermakna (meaningless), tekanan-tekanan
dari luar {prosure) semakin kuat serta
godaan untuk melakuken penyelewengan
atau penyimpangan tugas menjadi semakin
besar.®

Budaya masyarakal kita yang sedang
berada pada masa transisi transformasi
budaya fradisional ke budaya modem
memiliki ¢iri atay karakteristik yang "ambiva-
lent” etau mendua berpijak pada nitai-nilai
budaya lama yang berbau agraris, semen-
tara di sisi lain berpijak pada harapan-ha-
rapan nilai-nilal budaya dan hukum modem.
Clifford Gesrtz misalnya,'® pada masya-
rakat pertanian kecenderungan untuk mela-
kukan “konsiliasi® sangat umum terutama
di Jawa. Di luar Jawa di mana semangat
individualisme berkembang seiring dengan
peningkatan pardagangan yang lebiht ber-
oerientasi komersial serta kota-kota di Jawa.
Menurut Benedict R, Antdersori® di Jawa demn
Bali orang lebth terbuka terhadap koempromi,
konsiliasi, pendekeatan pribadi, berhati-hati,
diplomatis, bersikep tenang, hormat terha-
dap kedudukan seseorang, menghindari
konflik pribadi, dan jika terjadi konflik ber-
usaha menutupi dengan cara-cara yang
diperhalus hingga tercapai penyelesaian
yang paling sadikit merusak atau paling

Loy, Danlel, 8., (bid., hal. 205, Uraan di atas menunjukkan perubahan bidang politik dengan

nilai budaya.
1aClifford Geertz,

Involution, LPIES, Jakarta.

Agricultural
“"Anderscn, Benedict, R., Mytholngy and the Tolerance of teh Javanese, Ithaca, N.Y, 1965.
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tidak memalukan pihak lain. Budaya Jawa
kurang menyukai aturan-aturan prosedutral,
kurang memperhatikan material seperti
yang berlaku di pengadilan (legafistik, pen.)
dan cenderung memilih peluang negosiasi
menuju konsilias! atau mediasi. Apa yang
ditonjolkan bukan aturan tetapi peniadean
konflik yang dapat menimbulkan ketegang-
an sosial atau kekacauan. Karena faktor
hubungan pribadi serta kepentingan ber-
sama yang sangat kuat, maka campur ia-
ngan pihak [uar akan menimbulkan keka-
cauan bagi penyelesatan konfiik.'® Di sisi
lain keengganan terhadap pengadilan dise-
babkan oleh pertimbangan-pertimbangan
bisnis tentang efisiensi, kegunaan dan ke-
percayaan. Proses di pengadilan sering
membutuhkan waktu lama, kesibukan ha-
kim, kebijakan umum yang tidak pasti, biaya
tambahan serta eksekusi yang tertunda-
tunda. Apabila konsiliasi atau kompromi
tidak tercapai dan harus ke pengadilan para
pihak seringkali menghubungi kenalan yang
mempunyai kedudukan paling tinggi, ke-
luarga, teman yang memiliki konelesi dengan
birokrasi yang diharapkan dapat menen-
tukart keputusan pengadilan,
Dalam kontek ini, psjabat, perwira angkatan
bersenjata, anggota polisi, jasksa dan se-
bagainya seringkali memainkan mamainkan
peran penting, suatu bentuk “pemaksaan”
dalam penyelesaian pertikaian.®

Pengadilan Sebagal Lembaga
Kemasyarakatan

Dari sudut optik-sosiologis, pengadilan
tidak berdiri sendiri terpisah dari masyarakat

di mana ia berada. Pengadilan berimeralksi,
menyatu dan menjadi bagian dari bagian
yang lebih bssar, supra sistem yaitu ma-
syarakat. Sistem hukum, masyarakat dan
pengadilan saling berhubungan, berinteraksi
mewujudian gambaran senyatanya dari lem-
baga pengadilan dipengaruhi cleh berbagai
variabel masukan (rpul), transfer (process),
dan keputusan pengadilan (outptr).*9
Ditinjau dari sisi pelaksanaan “jungsi”
dan “peran"nya lembaga peradilan masih
memilili kesenjangan antara harapan de-
ngan kenyataan. Pertama, lembaga per-
adilan merupakan organisasi “birokrasi”
yang diharapkan memberikan mantasat dan
keuntungan bagi individu dan masyarakat,
di dalam kenyataan seringkali birolrasi me-
rupakan penghambat terhadap kebebasan,
spontanitas dan kemajuan soslal. Kedua,
lembaga peradilan adalah lembaga yang
bersifat “terbuka untuk umum” yang berarti
proses peradilan akan berlangsung secara
jujur, adil karena adanya “kentrol” dari ma-
syarakat. Di dalam kenyataan lembaga
peradilan merupakan komunitas yang ter-
tutup, sangat “peka” terhadap kritik serta
“kecurigaan” yang besar terhadap orang luar
(outsider;. Ketiga, pengadilan memikul
tugas “menegakkan hukum dan ketertiban”
untuk tujuan ketertiban dan kesejahteraan
masyarakat. Dalam kenyataan hanya ke-
lompok tertentu seperti business-man, tuan
tanah, korporasi, orang kaya dan "mesin-
mesin politik® yang memperoleh perlakuan
lebih menguntungkan ketimbang customsr,
kaum *sekeng”, petani kecil, pengusaha le-
mah dan rakyat miskin, menarima periakuan
yang tidak menguntungkan, keadilan formal.

2Dantel S. Lev (1885) membedakan Formal dan Informal soclal Control Mechanism pada
mmmmmwmm).

13fLev.r Danlel, S., op.cit, hal. 234, Diskimsl pada bagian inj terjadi pada masa Ormde Lama
akanmtammﬂemnyabhadmwmmdanms!hmmldntaﬂadisekmng
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Keempat, meskipun pengadilan merupakan
lembaga yang “bebas dan merdeka® tidak
dipengaruhi oleh kekuasaan lain, di dalam
kenyataan, dominasi pendelatan “stabilitas
dan keamanan” merupakan “tekanan” yang
sulit dielakkan dalam memberikan keadtlan
dan kebenaran. Slogan lembaga peradilan
adalah “benteng terakhir® keadilan dan
demokras| hanyalah sekedar mitos kosong
karena di dalam kenyataan pengadilan cen-
derung *‘menumpulkan® kemungkinan ter-
Jadinya perubahan dan mempertahankan
“status quo®.!®

Berbicara tentang pengadilan, maka ti-
dak regu-ragu lagi yang esdalah
“Pengadilan Negara®, suatu lembaga negara
medem yang melahirkan kemudian sistem
hukum modem. Menurut penefitian Mex We-
ber'® sebelum abad XVil pengadilan masih
merupakan institus! sosial, menyatu dengan
masyarakainya yang dikenal sebagai “Khadi
Justice®. Pengadilan sebagai institus! ma-
syarakat modem memiliki struidur yang for-
mal, rasional, prosedural dan birokratis, me-
miliké otonomi dalam administrasi, metoda
dan sebagainya. Namun di dalam kenyataan
pengadilan modem yang monolitik itu tidak
mampu menggusur dan menghapuskan
“fora” atau wujud lain dalam pemberian atau
pemutusan keadilan di dalam masyarakat.
Pekerjaan mengadili atau memberiken ke-
adilan terjadi di mana-mana pada lingkup
keluarga, pabrik, kantor serta tempat-termpat
Iai -t

Proses hukum di pengadilan ternyata
bukan merupakan proses yuridik semata,
benujud perilaku orang-creng dan kedudukan
{status, paran sosial, ekonomt, politik, kul-
tural) dari orang-orang yang terlibat perkara.
Oteh karena itu, dari optik sosielogls orang-
orang yang berperiara di pengadilan adaleh
manusia-manusia yang penuh dengan ber-
bagal macam variable atau asosiast sosio-
logis, dan bukan subyek yuridis semata.'®

Aturan hukurmn, apapun yang diinginkan
dan atau dijanjikan oleh aturan hukum diha-
dapkan kepada kenyataan masyarakat yang
terdiri dart orang-orang yang memiliki kedu-
dukan dan potensi yang berbeda-beda. Aki-
batriya adalah, aturan hukum yang menca-
nanglen " dan “non diskriminatif®
di dalam praktek terjadi periakuan yang
berbeda (diskriminasi) dalam mempercleh
keadilan. Dalam kondist sostal seperti ini
maka yang muncul sebagai “pemenang” se-
lafu golongan the have's®. Kondisi seperti
ftu tidakiah “aneh” manakala hukum harus
mengabdi kepada kepentingan lain yaitu
produksi yang kepitalistik dan karenanya
tidak “mengherankan” bahwa pengadilan
mempunyai struktur yang berbau kepitalistik,
feodalistik dan atau liberalistik.'?

Para pelaku (actors) dalam proses per-
adilan adalah pihak-pihak yang memiliki
muatan kemanustaan dan kepribadian pe-
nuh sebagai seorang individy, memiliid ke-
inginan, kepentingan, rasa takut (cari so-

wSatfipto Rahardjo, Makalah Pertemuan Pengajar Soslologi Hukum, Kudus, Nopember

1995, hal. 1.

5. Susanto, SH. Dr., Kajian Sosiologis Terhadap Lembaga Pengadilan, Makalah Pertemuan

Pengajar Sosiologi, Kudus, Nopember 1865,

Max Weber, Law in Economy and Soclety

hal, 3-4.

Simen and Schuster Pub., N.Y, 1854.

mGalanter, M., “Justice In Many Rooms®Journal of Legal Plurafism, No. 18 Tahun 1881.

, op.cit, hal. 3.

“igatfipto
walanter, M., “Wity The Have's Comne Out Ahead”, Law and Soclety Heview, No. 8 Tahun

1974.
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lamat, pen.) dan sebagainya. Seorang ha-
kim di dalam memariksa dan msmutuskan
perkara dipengaruhi olah faktor ras, agama,
usia, tabi'at serta kedudukan ekonomi.
Suatu keputusan dengan demikian dapat
diramal dengan bertanya siapa hakimnya
dan keputusan apa yang akan ditetapken-
nya.®®

Para legal profesional seperti pengacara
dan advokat memiliki perilaku yang tidak
selalu sama di muka pengadilan. Marc
Galanter™ membedakan advokat yang ter-
golong “ons-shotter’ dan “repeat players”,
yang pertama bersifat “amateuran” sedang
yang kedua “professional’. Keduanya memi-
liki perbedaan bertalian dengan cara-cara
kerja, intensitas hubungan dengan penga-
dilan serta jenis perkara yang ditanganinya.
Hanya advokat profesional yang setiap
mendampingi klien, memiiiki intelijensia
tinggl, keahlian dan spesialisasi, hubungan
pribadi yang luas dengan berbagai instansi,
berpegang pada kode etk profesi, kredi-
bilitas serta reputasi, bekerja secara opti-
mal dengan sedikit kerugian serta kemam-
puan ligitasi yang baik.# Lebih lanjut Ga-
lanter menyatakan bahwa kebanyakan
porkara yang dibawa ke pengadilan sebagai
forum reski diputuskan berdasar abandon-
ment, withdrawal, settiement {anjuran,
pembatalan atau kompromi), tidak berdasar/
menggunakan hukum positif semata-mata.
Galanter, meniny istilah Mookin dan Kom-
hauser, suatu pengadilan “in the shadow of
the law”. Jadi secara sosiologis proses
pengadilan tidak sesederhana, simpel dan
lurus sebagaimana dibayangkan sementara
kita.

Penutup
Diskursus tentang budaya hukum dalam
peradilan membawa kita pada diskripsi
perjalanan panjang kehidupan hukum di ne-
gara kita pada masa *kolonial’, perang mem-
kemerdekaan, Orde Lama dan
pada Masa Orde Baru. Budaya hukum
berjalin-berkelin dan memasuki celah-celah
bangunan hukum “Nasional® kita, mental
pama pejabat, pelaksana penegakan hukum
serta measyarakat pada umumnya. Budaya
hukum sekalipun masih bslum ada kese-
pakatan para ahli dapat diberikan diskripsi
sebagai nilal-nilal (value-judgement}, sikap
(attituds, cormmitmenf) dan kecenderningan
pilthan {sefection} terhadap hukum yang
seharusnya berlaka, difkutl, ditaati, selanjut-
nya terwujud dan mempengaruhi perilaku
baik individu maupun kelompok (legal be-
havion). Tidak pelak lagi, nilai-nilai budaya
feodalisme, individualisme-lberallsme, dan
kapitalisme masth cukup dalam mempenga-
ruhi hukum dan sistem hukum yang resmi
berialw di Indonesia termasuk teori dan iimu
huicum yang diajarkan kepada anak didik di
fakuftas-taiuitas hukum di Indonesia. Posi-
tivisme-legalistik-sekular perlu dibongkar
dan dibangun kembali agar mampu membe-
rikan keadilan, kedamaian, kemanfaatan
serta kesejaihteraan bagi masyarakat. Bu-
daya feodalistik, patronase, karismaticisme
periu dibuang Jauh-jauh dari benak kita
karena akean mampengaruhi sikap dan
pemihaken kita pada prinsip-prinsip keadilan
dan demokrasi, diskriminasi, kesewenang-
wenangan dan penindasan (dhofim).

20 ihat hasl peneltian di Amerika dalam Donald B

Justice, 1985 memmijuk-

kan ada perkara “Kullt Hitam™ dan “Kulit Putih®, “Dowrnward Casa® dan “Upward Case” bergantung
siapa pelakunya dan siapa korbannya yang akibat serlz prosas penanganannya sering berbeda,

Galanter, 1974, op.cit
?Satiipto Rehardjo, op.cit, hal. 4.
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QOtleh karena itu, pembaharuan hukum
harus dilaksanaan secara sistemik, menye-
furuh tidak hanya mencakup aras bentuk
dan substansi peraturan perundang-un-
dangan, "management” ompanisasi-kelemba-
gean, tetapi yang penting dan mendasar “re-
orientasi dan reformulasi” nilai-nilai bucaya
yang akan menjadi sumber, semangat, dan
arahan bagi para pembentuk maupun pe-
laksana undang-undang. Sejalan dengan itu
sistem pendidikan hukum (mefiputi teori-imu
hukum, ketrampilan, dan kode etik profesi)
perlu diperbaharul dan dijadikan salah satu
program sekaligus kebijakeanaan nasional
(GBHN). Kenyataan-kenyataan hukum yang
ada dalam masyarakat, seperti hukum ke-
biasaan, yurisprudensi, hukum agama serta
hukum tak tertulis tetapl hidup, berlaku dan
ditaati dalam kehidupan masyarakat sehari-
hari, periu mendapat “tempat” di dalam hu-
kum nasional baru yang dicita-citakan
karena seperti dikatakan oleh Aristoteles
*Justice according to nature is thersfore bet-
ter than justice according to law'. @
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